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yang tinggi 91 persen untuk

dosis satu yang umum, dan 75

persen untuk dosis satu lanjut

usia," kata Luhut Binsar

Pandjaitan mengenai Evaluasi

Pemberlakuan Pembatasan

Kegiatan Masyarakat (PPKM),

di Jakarta, Selasa (25/1).

Luhut yang juga Koordinator

PPKM Jawa-Bali mengung-

kapkan, laju vaksinasi anak di

Jawa-Bali juga meningkat

cepat. "Tingkat vaksinasi anak

dosis satu di Jawa Bali telah

mencapai 69 persen dan dosis

dua sudah mulai meningkat,"

ujarnya.

Luhut menegaskan, Peme-

rintah akan terus mendorong

vaksinasi dosis kedua untuk

umum dan lansia terutama di

provinsi dan kabupaten/kota

yang belum memenuhi jumlah

capaian dosis yang ditentukan.

"Kepada seluruh kepala da-

erah dan pimpinan wilayah da-

erah yang (capaian vaksinasi)

dosis dua umum dan lansia

masih di bawah rata-rata

Pemerintah, untuk memper-

cepat vaksinasi supaya mem-

berikan perlindungan lebih ter-

hadap varian Omicron ini,"

ujarnya.

Pemerintah juga mengim-

bau masyarakat yang sudah

memenuhi syarat untuk mem-

peroleh dosis ketiga segera

melakukan vaksinasi. "Peme-

rintah meminta agar masyara-

kat yang sudah memiliki tiket

vaksin ketiga (booster) lang-

sung melakukan suntik vaksi-

nasi di gerai-gerai yang telah

disiapkan Pemerintah," ujar-

nya.

Untuk itu Menko Marves

kembali menegaskan bahwa

Pemerintah akan terus meng-

gunakan kebijakan PPKM se-

bagai instrumen untuk men-

gendalikan pandemi di Tanah

Air. Pengetatan kegiatan ma-

syarakat akan diambil berda-

sarkan asesmen level untuk

masing-masing daerah.

"Pemerintah meminta kepa-

da setiap kepala daerah/For-

kopimda setempat agar tetap

taat pada peraturan asesmen

level yang dikeluarkan Peme-

rintah dan menaati setiap ke-

wajiban yang dituangkan dan

untuk mencegah dampak bu-

ruk di kemudian hari," ujarnya.

Terkait kesiapan sistem ke-

sehatan Indonesia dalam

menghadapi lonjakan kasus

Omicron, Luhut kembali mene-

gaskan, Pemerintah telah

bersiap untuk menghadapi lon-

jakan tersebut. 

"Perlu saya tegaskan kem-

bali bahwa Pemerintah me-

mastikan sistem kesehatan

hari ini sudah cukup siap, saya

ulangi, cukup siap dalam

menghadapi Omicron ini,

ujarnya.

Namun, Luhut menekankan,

kedisiplinan masyarakat dalam

menerapkan protokol kese-

hatan dan mengikuti anjuran

Pemerintah merupakan kunci

utama dalam menekan laju

pandemi.

"Mengingat gejala Omicron

yang ringan dan sulit dibe-

dakan dengan batuk dan flu bi-

asa, Pemerintah mengimbau

kepada masyarakat untuk

segera melakukan testing bila

merasakan gejala tersebut.

Tidak pergi ke area publik atau

melakukan isolasi mandiri jika

terdapat gejala ringan seringan

apapun," ujarnya.            (Sim)-f
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Oleh karena itu dengan inklusivitas yang di-

bangun tersebut, orientasinya bukan pada ke-

pentingan satu atau dua kelompok saja

melainkan seluruh warga DIY. Terlebih pe-

nataan yang dilakukan justru untuk memuli-

akan Malioboro serta redistribusi kesejahteraan

bagi masyarakat luas.

Dirinya pun memandang, dalam setiap pe-

nataan atau pengelolaan selalu menimbulkan

pro dan kontra. Akan tetapi hal itu sebaiknya ti-

dak dibenturkan pada dikotomi ekonomi dan

non ekonomi, melainkan harus melihat jauh ke

depan. Selain itu, hasil penataan belum bisa

disimpulkan baik atau buruknya. Tetapi sepan-

jang telah mempertimbangkan kepentingan

banyak pihak maka hal itu sudah sejalan de-

ngan semangat peningkatan kesejahteraan.

"Mungkin muncul perspektif sekarang masih

pandemi, namun setelah relokasi pemerintah

siap melakukan seperangkat kebijakan berke-

lanjutan seperti pendampingan, maka ini harus

kita jaga bersama. Saya percaya dan yakin

setelah ini akan diikuti kebijakan lanjutan," tan-

dasnya.

Pandangan serupa juga disampaikan Dosen

Arsitektur UII Revianto Budi Santoso.

Menurutnya, penataan Malioboro memang

bukan kali ini saja. Sejak beberapa tahun lalu ti-

dak lepas dari penataan sebagai bentuk re-

sponsibilitas. Hanya, penataan apa pun harus

mempertimbangkan kemampuan beradaptasi

terhadap situasi, memberikan kemanfaatan

masyarakat secara luas, dan terkomunikasikan

dengan baik. Justru ketika PKL menempati

tempat baru, maka para pemilik toko ke depan-

nya juga perlu dilihat akan seperti apa.

Sehingga jangan sampai ada aktivitas yang ke-

mudian berhenti, sebaliknya ada manfaat baru

yang dirasakan oleh semua pihak.Sementara

itu, relokasi PKL dijadwalkan berlangsung se-

cara bertahap pada 1-7 Februari 2022. Lokasi

baru yang telah disiapkan ialah eks Dinas

Pariwisata DIY dan eks Bioskop Indra. Namun

Pemda DIY akan mengawali dengan kegiatan

wilujengan pada Rabu (26/1) hari ini pukul

15.00 WIB. (Dhi)-d
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Kasus pro - kontra rekokasi PKL sebe-

narnya tidak terjadi saat ini saja,  akan

tetapi sudah terjadi sejak puluhan tahun

yang lalu.  Dalam beberapa kasus di In-

donesia, dengan alasan menempati tem-

pat umum/ilegal, mengganggu kebersi-

han, ketertiban  dan kenyamanan tata ru-

ang, seringkali menjadi dasar pemerintah

melakukan relokasi pedagang kaki lima. 

Pedagang kaki lima sebagai bagian

dari sektor informal,  memiliki karakteristik

yang unik. Kemudahan memasuki sektor

informal menyebabkan sektor ini menjadi

sangat fleksibel dimasuki berbagai ka-

langan masyarakat. Bahkan sektor ini

menjadi salah satu katub pengaman keti-

ka terjadi gejolak/krisis perekonomian.

Kemudian, karakteristik sektor informal

yang mudah adaptif terhadap berbagai

bentuk proses perubahan menyebabkan

sektor ini  memiliki tingkat survivalitas dan

daya tahan yang kuat dari berbagai

tekanan ekonomi yang ada. 

Karakteristik inilah yang seharusnya

perlu dipahami pemangku kepentingan di

dalam menangani pedagang kali lima.

Pendekatan-pendekatan yang dilakukan

pun harus mampu memahami pedagang

informal, tidak hanya dari dimensi teknis

semata akan tetapi juga dari dimensi-di-

mensi sosiologis. Pengalaman selama ini

menunjukkan bahwa formalisasi sektor

informal justru akan menyebabkan sektor

informal ini menjadi kerdil dan tidak

berkembang. Inilah yang seharusnya

menjadi paradigma bagi para perencana

pembangunan  kita untuk melakukan

pendekatan penanganan sektor informal

ini secara lebih komprehensif.  

Bertitik tolak dari pengalaman tersebut,

maka relokasi pedagang kaki lima di

Malioboro perlu memperhatikan dimensi-

dimensi sebagai berikut:  Pertama, dari

sisi lokasi, meskipun  relokasi masih

menggunakan tempat di Malioboro akan

tetapi  juga perlu diperhatikan beberapa

hal  misalnya apakah tempat ini mem-

berikan kenyamanan bagi pedagang  dan

pengunjung untuk datang? Termasuk

apakah penempatan-penempatan lapak

yang ada tersebut tidak mengganggu hu-

bungan-hubungan sosial yang selama ini

sudah terbangun di pedagang? Apakah

tempat baru tersebut memiliki keunikan

untuk tetap dikunjungi dibandingakan se-

belumnya? 

Dengan demikian,  harus ada jaminan

layak untuk lokasi baru baik dari sisi ge-

ografis maupun  dari sisi sosiologis.

Proses adaptasi pedagang ke tempat

yang baru ini pun perlu mendapatkan

pendampingan pemerintah, sehingga

para pedagang akan tetap nyaman di

lokasi yang baru.  Pemerintah harus men-

dorong munculnya inovasi-inovasi peda-

gang agar mereka tetap survive di tempat

yang baru. 

Kedua, rencana pemerintah  akan

mengubah pedagang kali lima menjadi

berstatus formal perlu disikapi dengan

hati-hati. Seperti telah dipaparkan di atas,

formalisasi-formalisasi sektor informal

seringkali menyebabkan sektor informal

ini tidak berkembang. Pola manajemen

modern jangan sampai mamatikan modal

sosial, solidaritas dan kolektivitas yang

selama ini menjadi basis kekuatan peda-

gang sektor informal. 

Ketiga, perlu pendekatan  partisipatif

termasuk akuntabilitas dan transparansi

di dalam setiap tahapan proses relokasi.

Prinsip ini penting agar proses relokasi ti-

dak memunculkan gejolak dan konflik ba-

gi para pedagang. Aspirasi pedagang un-

tuk menunda waktu relokasi juga perlu di-

perhatikan, mengingat sektor informal ini

benar-benar mulai menggeliat beberapa

bulan terakhir ini. Proses relokasi ini ja-

ngan sampai jusru menambah beban

baru bagi para pedagang kaki lima. Oleh

karena itu, pendekatan humanis harus di-

utamakan. Inilah esensi dari ekonomi

Pancasila yang sebenarnya.  

(Penulis adalah Dosen dan Kepala

Pusat Kajian Sodec Departemen PSDK

Fisipol UGM)-d
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Karena dalam standarnya kalau WGS

belum keluar hasilnya maka tidak boleh

distatementkan itu positif omicron.

Sekalipun SGTF itu berbunyi probable

positif. Tapi kalau WGS belum ada, kare-

na standarnya itu, kita nggak bisa bilang

itu omicron," kata Kepala Dinas Kese-

hatan DIY Pembajun Setyaningastutie di

Kompleks Kepatihan, Selasa (25/1).

Pembajun mengatakan, sebanyak em-

pat orang yang sampelnya probable

Omicron itu hanya mengalami gejala

ringan (OTG) sehingga tidak perlu dirawat

di rumah sakit. Selain 4 sampel yang ada

di BBTKLPP, ada 33 sampel lagi yang

masih menunggu tes WGS yang di-

lakukan oleh FKKMK UGM. Sehingga to-

tal ada 37 sampel di DIY yang dites WGS.

"Perlu diketahui memutar Genome

Squancing itu tidak bisa hanya satu dua.

Itu teknisnya. Memang sekarang lagi

diperiksa. Informasi terakhir dari tenaga

ahli di UGM ada sedikit masalah dengan

mesin. Mudah-mudahan kendala itu bisa

segera diatasi dan pemeriksaan dapat di-

lakukan,"ungkapnya.

Terpisah Kepala BBTKLPP Yogyakarta

Irene saat dimintai tanggapan berkaitan

dengan hal itu, membenarkan ada 4 sam-

pel pasien Covid-19 yang hasil PCR

SGTF probable Omicron. Keempatnya ini

berasal dari Kabupaten Gunungkidul. 

Hasil PCR SGTF ini dilaporkan ke

Pemda DIY pada Senin (24/1) kemarin.

Untuk itu  kalau PCR SGTF diagnosanya

probable Omicron. Harus  dilanjutkan ke

Genome Sequancing (WGS). Dimana

saat sequancing masih menunggu

segera diperiksakan (pasien sudah ditan-

gani Dinkes setempat).

"PCR SGTF ini adalah PCR biasa

tetapi dengan reagen SGTF. Reagen

SGTF itu yang memang khusus untuk

mendeteksi adanya omicron tetapi dari

PCR hanya bisa mendiagnosa probable

omicron. Jadi tidak bisa langsung

(mendeteksi) Omicron. Yang Omicronnya

langsung bisa dipastikan dengan

Genome Sequencing yang juga bisa di-

lakukan di sini,"terang Irene.

Kepala Bagian (Kabag) Humas Biro

Umum, Humas dan Protokol (UHP)

Setda DIY Ditya Nanaryo Aji melaporkan

kasus konfirmasi positif harian Covid-19

di DIY bertambah 26 kasus sehingga total

157.164 kasus pada Selasa (25/1).

Rerata kasus positif harian mencapai

0,43 persen dengan jumlah kasus aktif

mencapai 155 kasus.

"Riwayat sementara kasus terkonfir-

masi Covid-19 yang baru tersebut 20 ka-

sus berasal dari tracing kontak kasus

positif dan 6 kasus periksa mandiri,"

ujarnya.

Ditya mengatakan angka kesembuhan

sebanyak 7 kasus dengan demikian total

kasus kesembuhan di DIY mencapai

151.737 kasus. Sementara itu, kasus

pasien meninggal dunia akibat Covid-19

di DIY dilaporkan terjadi penambahan

satu kasus sehingga total kasus mening-

gal menjadi 5.273 kasus.             (Ria/Ira)-f

"Saya titip pesan kepada pemerintah to-

long ada keberpihakan kepada ekonomi

kecil. Apabila menemui masalah di shelter

baru atau sementara pemerintah sege-

ralah bertindak sebelum terjadi masalah

sosial yang berat,"ungkapnya.          (Ria)-d

KR-Antara/Anis Efizudin

PELESTARI KESENIAN BARONGSAI: Perajin Barongsai Dimas Sandi Ironi
alias Liem Hauw Sian menyelesaikan pembuatan Barongsai di rumahnya,
Magelang, Jawa Tengah Selasa (25/1). Dimas merupakan satu-satunya perajin
sekaligus pelestari kesenian Barongsai berketurunan Tionghoa di Magelang
yang karyanya tidak diperjualbelikan secara komersil, melainkan hanya dijual
untuk kepentingan pentas kelompok seni Barongsai.

HARI GIZI NASIONAL

Perangi Stunting dan Obesitas
JAKARTA (KR) - Memperingati Hari Gizi Nasional,

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

(BKKBN) memerangi stunting dan obesitas. Karena itu

BKKBN melakukan kerja sama dengan PT Unilever

Indonesia yang mengusung tema Aksi Bersama Cegah

Stunting dan Obesitas, Selasa (25/1).

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengungkapkan, penu-

runan prevelansi stunting merupakan pilar utama bagi

pembentukan sumber daya manusia berkualitas di masa

depan. Karena itu, misi ini perlu melibatkan pihak-pihak

di luar Pemerintah. "BKKBN akan mewujudkan kemi-

traan dengan sebanyak-banyaknya pihak," katanya.

Menurutnya, sangat penting sekali dukungan, partisi-

pasi, dan aksi dari berbagai elemen masyarakat, baik

Pemerintah, swasta, organisasi masyarakat, komunitas,

dan individu untuk sinergi dan kolaborasi menurunkan

prevalensi stunting di Indonesia. 

"Berbagai elemen tersebut akan bersinergi mengu-

payakan penanganan stunting untuk mendukung pro-

gram pendampingan dan intervensi stunting di seluruh

Indonesia. Maksud dari kesepahaman bersama ini adalah

terselenggaranya sinergi dan kolaborasi dalam mewujud-

kan derajat kesehatan masyarakat terutama perbaikan

gizi yang optimal dalam upaya mendukung percepatan

penurunan stunting," jelasnya.

Sedangkan ruang lingkup kesepahaman mencakup

pemberdayaan keluarga melalui upaya kesehatan promo-

tif dan preventif, percepatan penurunan stunting, kerja

sama dalam pengembangan model yang mendukung per-

cepatan penurunan stunting. BKKBN berkolaborasi de-

ngan sejumlah pihak swasta dan BUMN dalam penangan-

an stunting dan obesitas ini. (Ati)-f
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kedaluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. "Perjanjian ekstra-

disi ini akan menciptakan efek gentar bagi pelaku tindak pidana

di Indonesia dan Singapura," kata Menkumham.

Jenis-jenis tindak pidana yang pelakunya dapat diekstradisi

menurut perjanjian ekstradisi itu, di antaranya tindak pidana ko-

rupsi, pencucian uang, suap, perbankan, narkotika, terorisme

dan pendanaan kegiatan yang terkait dengan terorisme.

Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura akhirnya ditandatan-

gani setelah mulai diupayakan pemerintah Indonesia sejak

1998. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik dan

mendukung penuh penandatanganan perjanjian ekstradisi an-

tara pemerintah Indonesia-Singapura. Wakil Ketua KPK Nurul

Ghufron menyatakan, perjanjian tersebut menjadi akselerasi

progresif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Melalui regulasi ini seluruh instrumen yang dimiliki kedua ne-

gara akan memberikan dukungan penuh terhadap upaya ek-

stradisi dalam kerangka penegakan hukum kedua negara, ter-

masuk dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi,"

katanya.

Perjanjian ekstradisi, lanjutnya, tidak hanya mempermudah

penangkapan dan pemulangan tersangka korupsi yang

melarikan diri atau berdomisili di negara lain, tetapi juga berim-

bas positif terhadap upaya optimalisasi asset recovery atau

pemulihan aset.

"Karena tidak dipungkiri aset pelaku korupsi tidak hanya ber-

ada di dalam negeri, tetapi juga tersebar di berbagai negara lain-

nya. Dengan optimalisasi perampasan aset tersebut,  mem-

berikan sumbangsih terhadap penerimaan negara bukan pajak

(PNBP)," ujar Ghufron.

Oleh karena itu, ia menilai, perjanjian ekstradisi itu menjadi se-

buah tonggak langkah maju pemberantasan korupsi, tidak

hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi pemberantasan korupsi

pada skala global. (Sim/Obi)-d


